PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2023, pukul 12.07 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 17/PUU-
XX1/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 17 /PUU-XXI/2023,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU MK diajukan oleh Zico Leonard Djagardo

Simanjuntak, S.H. yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PASAL/AYAT UU 7/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020

yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) UU MK
Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
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a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua

Mahkamah Konstitusi;

telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

dihapus; atau

e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan
sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.

an

. BATU UJI

Bahwa ketentuan dalam UU a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 Kkarena dinilai telah merugikan dan melanggar hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap Pasal 23 ayat (1) UU MK dalam permohonan a quo, Mahkamah

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut provisi

dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 23 ayat
(1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang
dimaknai meliputi juga “diberhentikan oleh Lembaga Pengusung karena
menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga
Pengusung”. Dengan kata lain Pemohon menginginkan agar Pasal 23 ayat (1)
UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika ditafsirkan bahwa
pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat meliputi juga
“diberhentikan oleh Lembaga Pengusung Kkarena menganulir atau
membatalkan Produk Hukum yang dibuat oleh Lembaga Pengusung”.

2. Bahwa setelah mencermati syarat inkonstitusionalitas yang dirumuskan
dalam petitum Pemohon demikian, menurut Mahkamah pada dasarnya
Pemohon hendak mengatakan bahwa pemberhentian “.. oleh Lembaga
Pengusung karena menganulir atau membatalkan Produk Hukum yang
dibuat oleh Lembaga Pengusung” seharusnya tidak termasuk sebagai alasan
pemberhentian dengan hormat yang diatur Pasal 23 ayat (1) UU MK.

3. Bahwa dilihat dari sistematika UU MK, Pasal 23 secara khusus mengatur
mengenai alasan pemberhentian hakim konstitusi, di mana Pasal 23 ayat (1)
mengatur alasan pemberhentian dengan hormat, sementara Pasal 23 ayat (2)
mengatur alasan pemberhentian tidak dengan hormat.

4. Bahwa jika alur penalaran permohonan Pemohon diikuti maka rumusan
Pasal 23 ayat (1) UU MK akan memuat lima alasan pemberhentian dengan
hormat hakim Kkonstitusi (yang dirumuskan dalam huruf a, b, ¢, d, dan e)
sekaligus satu alasan (yang dimohonkan Pemohon) yang tidak termasuk
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dalam kategori pemberhentian dengan hormat. Artinya dalam satu nafas,
ayat (1) dari Pasal 23 UU MK akan sekaligus memuat dua kategori yang
bertolak belakang, yaitu kategori pemberhentian dengan hormat yang
dianggap Pemohon Konstitusional dan kategori pemberhentian yang
dianggap Pemohon inkonstitusional. Lebih lanjut, penyatuan dua kategori
konstitusionalitas demikian potensial memunculkan kontradiksi yang pada
akhirnya Pasal 23 ayat (1) UU MK justru tidak lagi dapat dipahami apalagi
dilaksanakan, yang tentunya justru merugikan Pemohon dan masyarakat
karena pengaturan mengenai alasan pemberhentian dengan hormat hakim
konstitusi tidak lagi dapat diterapkan.

Bahwa penambahan makna baru, secara teknis logika hukum, hanya
dimungkinkan untuk dilakukan kepada rumusan norma yang mempunyai
kedekatan konteks dengan makna baru yang hendak ditambahkan, serta
hasil penambahan makna tersebut tidak justru membuat makna keseluruhan
menjadi kabur. Dalam permohonan a quo Mahkamah menilai makna baru
yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai syarat untuk menyatakan
inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) UU MK berjarak secara konteks bahkan
dapat dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna Pasal 23 ayat (1)
UU MK secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU
MK mengatur tentang alasan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai
hakim konstitusi. Sebaliknya, petitum yang dimohonkan Pemohon justru
mengandung norma berupa larangan sehingga terjadi pertentangan
(contradictio in terminis).

Bahwa petitum yang diajukan Pemohon dalam pemahaman Mahkamah
terlihat sebagai pemaknaan dalam dua tingkat/langkah, yaitu: langkah
pertama, memberikan tambahan makna bagi Pasal 23 ayat (1) UU MK berupa
alasan pemberhentian. Langkah kedua, Pasal 23 ayat (1) UU MK yang sudah
dilekati tambahan makna tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945. Pola pemaknaan inkonstitusionalitas bersyarat yang demikian
menurut Mahkamah jika diikuti dan diterapkan akan menyulitkan
masyarakat dalam memahami Pasal 23 ayat (1) UU MK.

Bagi Mahkamah rumusan makna baru demikian akan lebih mudah dipahami
secara logika hukum apabila dirumuskan terpisah dari Pasal 23 ayat (1) UU
MK, misalnya di ayat yang lain atau bahkan dirumuskan sebagai pasal
terpisah. Meskipun di sisi lain perumusan norma baru secara terpisah
demikian mengarah pada praktik positive legislator yang tidak dapat
dilakukan Mahkamah karena bertabrakan dengan kewenangan
konstitusional pembentuk undang-undang.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan dalam paragraf di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon
kabur dan karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa dan/atau
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F.

dipertimbangkan lebih lanjut.

AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 17/PUU-XXI/2023 yang menyatakan permohonan
Pemohon pengujian sepanjang berkenaan dengan Pasal 23 ayat (1) UU 7/2020
tidak dapat diterima yang mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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